
NOMOR : SP DIPA- 115.01.2.419772/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:1008-7009-7821-7268

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 08

Tanggal : 14 Juli 2026

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(01): Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

(32): KEPULAUAN RIAU

: (419772) Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 3.079.583.000  (  TIGA MILIAR TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH  )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.3.079.583.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP Rp.

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0

1. Rupiah Murni

Rp.

- PNBP TA Berjalan Rp. 0

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
Rp.1. KPPN   TANJUNG PINANG 3.079.583.000(009)

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

SUDARTO

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196904091989121001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN

Satker (419772)  Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang:

DS:1008-7009-7821-7268

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Rp. 5.204.000

CQ.5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Rp. 4.764.000

CQ.7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan Rp. 440.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 3.074.379.000

WA.4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal Rp. 405.000

WA.4356 Pengelolaan Data dan Informasi Rp. 810.000

WA.6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum Rp. 3.069.618.000

WA.6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM Rp. 3.546.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (419772):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(32)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026
DS:1008-7009-7821-7268

115.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum 5.204.000Program :

Kegiatan 5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 4.764.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5245.BAH Pelayanan Publik Lainnya 1,00 1.260.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BAH.001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

1.00 layanan 1.260.000

:

:

layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik

5245.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 1,00 3.504.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BIC.001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

1.00 laporan 3.504.000

:

:

Lembaga, Laporan, Badan Usaha,
Penyalur, Keputusan

Kegiatan 7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan 440.000:

:

7014.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 1,00 440.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QIC.002 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

1.00 Laporan 440.000(PN)

:

:

Lembaga, Laporan, Badan Usaha,
Penyalur, Keputusan

115.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.074.379.000Program :

01 Indeks kepuasan Layanan Pengawasan Internal1.

01 Nilai Telaah Sejawat2.

01 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti3.

01 Persentase pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II4.

01 Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB5.

Kegiatan 4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal 405.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (419772):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(32)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026
DS:1008-7009-7821-7268

01 Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan6.

01 Persentase penyelesaian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP7.

01 Persentase respon rate seluruh target responden atas Survey Penilaian Integritas8.

01 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP9.

01 Persentase unit kerja yang diusulkan dan memenuhi kriteria penilaian WBK10.

Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal

4355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1,00 405.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.Z32 Layanan Reformasi Kinerja pada Satker Vertikal 1.00 Layanan 405.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

01 Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Pusat Data dan Informasi1.

01 Persentase layanan data dan informasi yang diberikan2.

01 Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel3.

01 Persentase level kematangan keamanan siber4.

01 Persentase pemenuhan instrumen evaluasi kinerja pemerintah digital5.

01 Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa6.

Kegiatan 4356 Pengelolaan Data dan Informasi 810.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

4356.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,00 810.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 405.000

02 EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Satker
Vertikal

1.00 Layanan 405.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

01 Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa1.

01 Persentase pencapaian output pada level RO2.

Kegiatan 6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum 3.069.618.000:

:



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (419772):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(32)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026
DS:1008-7009-7821-7268

01 Persentase pencapaian output proyek prioritas RPJMN/RKP pada level RO3.

01 Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog4.

01 Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Pelaporan5.

01 Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Pemantauan dan Pelaporan6.

01 Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan
dan BMN

7.

01 Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu8.

01 Persentase perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersinkronisasi9.

01 Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN10.

01 Tingkat digitalisasi arsip11.

07 Persentase tindak lanjut evaluasi SAKIP12.

Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum

6849.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,00 3.066.003.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 3.065.598.000

02 EBA.Z07 Layanan BMN pada Satker Vertikal 1.00 Layanan 405.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

6849.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 4,00 3.615.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.001 Laporan Layanan Perencanaan dan Anggaran pada Satker
Vertikal

1.00 Layanan 405.000

02 EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada Satker Vertikal 1.00 Rekomendasi 2.400.000

03 EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan pada Satker Vertikal 1.00 Layanan 405.000

04 EBD.Z34 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan pada Satker Vertikal 1.00 Layanan 405.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

01 Akreditasi Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP) yang terakreditasi Science and Technology Index (SINTA 3)1.

Kegiatan 6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM 3.546.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (419772):

Halaman : 4I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(32)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026
DS:1008-7009-7821-7268

01 Persentase ASN menduduki jabatan sesuai kompetensi2.

01 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan3.

01 Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur4.

01 Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu5.

01 Persentase hasil pengelolaan JDIH yang sistematis6.

01 Persentase pengawas Pemilu yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal ”baik”7.

01 Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya)
yang tepat waktu

8.

01 Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian
lainnya) yang tepat waktu

9.

01 Persentase regulasi berkualitas yang disusun secara partisipatif10.

01 Persentase reregulasi dan deregulasi Produk Hukum dan Non-produk Hukum Bawaslu11.

02 Jumlah kajian ilmiah terbitan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang digunakan sebagai rujukan/sitasi akademik atau bahan pembelajaran institusi pendidikan
tinggi dan/atau lembaga penelitian

12.

02 Persentase SDM Kesekretariatan yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal ”baik”13.

03 Persentase ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu14.

03 Presentase buku terbitan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai ISBN15.

04 Persentase pemenuhan Akreditasi Perpustakaan Bawaslu16.

05 Indeks Kerawanan Pemilu17.

06 Persentase kajian Pengawasan Pemilu yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan18.

Pengelolaan Organisasi Dan SDM

6850.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,00 3.141.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.001 Laporan Pengelolaan Layanan Hukum Pada Satker Vertikal 1.00 Layanan 810.000

02 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Dokumen 2.331.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (419772):

Halaman : 5I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(32)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026
DS:1008-7009-7821-7268

6850.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 27,00 405.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.001 Laporan Pengelolaan SDM Aparatur dan Kesekretariatan pada
Satker Vertikal

27.00 Orang 405.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 197412011993031001

Jakarta, 01 Desember 2025

Sekretaris Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (419772):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(32)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026
DS:1008-7009-7821-7268

1. Anggaran Tahun 2026

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.079.583.000

3.079.583.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (419772): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(32)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1008-7009-7821-7268

419772 Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang 2.139.874 939.709 - - - 3.079.583

115.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum - 5.204 - - - 5.204

5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota

- 4.764 - - - 4.764

5245.BAH Pelayanan Publik Lainnya - 1.260 - - - 1.260 32 52.

(32.52  KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)

-- 1.260- 0091.260 -RM01

5245.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga - 3.504 - - - 3.504 32 52.

(32.52  KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)

-- 3.504- 0093.504 -RM01

7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan - 440 - - - 440

7014.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga - 440 - - - 440 32 52.

(32.52  KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)

-- 440- 009440 -RM01



NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (419772): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(32)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1008-7009-7821-7268

115.01.WA Program Dukungan Manajemen 2.139.874 934.505 - - - 3.074.379

4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal - 405 - - - 405

4355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 405 - - - 405 32 52.

(32.52  KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)

-- 405- 009405 -RM01

4356 Pengelolaan Data dan Informasi - 810 - - - 810

4356.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - 810 - - - 810 32 52.

(32.52  KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)

-- 810- 009810 -RM01

6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum 2.139.874 929.744 - - - 3.069.618

6849.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2.139.874 926.129 - - - 3.066.003 32 52.

(32.52  KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)

-- 3.066.0032.139.874 009926.129 -RM01



NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (419772): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (115)

(01)

(32)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1008-7009-7821-7268

6849.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 3.615 - - - 3.615 32 52.

(32.52  KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)

-- 3.615- 0093.615 -RM01

6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM - 3.546 - - - 3.546

6850.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - 3.141 - - - 3.141 32 52.

(32.52  KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)

-- 3.141- 0093.141 -RM01

6850.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 405 - - - 405 32 52.

(32.52  KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)

-- 405- 009405 -RM01

JUMLAH 2.139.874 939.709 - - - 3.079.583

Badan Pengawas Pemilihan Umum

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

Sekretaris Jenderal

ttd.

NIP. 197412011993031001

Jakarta, 01 Desember 2025



TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang

(32)

Unit Organisasi

(419772)

Kementerian Negara/Lembaga

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum(01)

Kode/Nama Satker

(115)

:

:

KEPULAUAN RIAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1008-7009-7821-7268
NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026

4197721. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung
Pinang

242.929251.288407.527 113.136275.892 3.079.583122.607 242.929 107.186242.377574.991 41.597457.125RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 113.654 2.139.874197.342 355.995 195.470 206.053 395.320 202.946 202.946 202.946 67.203 0 0

BELANJA BARANG 8.953 939.709377.649 51.532 46.908 45.235 61.805 72.946 39.983 39.983 39.983 41.597 113.136

115.01.CQ.5245 Teknis Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota

0 4.7640000000000 4.764

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 4.7640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.764

115.01.CQ.7014 Pengawasan Pendataan DPT
Berkelanjutan

0 4400000000000 440

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440

115.01.WA.4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan
Pengawasan Internal

0 4050000000000 405

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 4050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405

115.01.WA.4356 Pengelolaan Data dan Informasi 0 8100000000000 810

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810

115.01.WA.6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan
Umum

574.991 103.17141.597107.186242.929242.929275.892457.125251.288242.377407.527122.607 3.069.618

51 BELANJA PEGAWAI 113.654 2.139.874197.342 355.995 195.470 206.053 395.320 202.946 202.946 202.946 67.203 0 0

52 BELANJA BARANG DAN JASA 8.953 929.744377.649 51.532 46.908 45.235 61.805 72.946 39.983 39.983 39.983 41.597 103.171

115.01.WA.6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM 0 3.5460000000000 3.546

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 3.5460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.546

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 197412011993031001

Jakarta, 01 Desember 2025

Sekretaris Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

KEPULAUAN RIAU

[419772]

[32]

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang:

[115]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026
DS:1008-7009-7821-7268

Halaman : IV.A. 1

Sekretaris Jenderal

Jakarta, 01 Desember 2025
Badan Pengawas Pemilihan Umum

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 197412011993031001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

KEPULAUAN RIAU

[419772]

[32]

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang:

[115]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 115.01.2.419772/2026
DS:1008-7009-7821-7268

Halaman : IV.B. 1

Sekretaris Jenderal

Jakarta, 01 Desember 2025
Badan Pengawas Pemilihan Umum

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 197412011993031001

ttd.


